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EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN SANKSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKAT PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019
(STUDI : UPT SAMSAT RUMBAI)

ABSTRAK
Oleh

Mulia

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan Program, Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Program
Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah D1 Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai). hal ini
dikarenakan pada tahun 2019 pendapatan asli daerah di kantor UPT Samsat
Rumbai masih belum meningkat secara signifikan dengan adanya kebijakan
program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor. Sebab masih rendahnya
kesadaran dan lalai nya Masyarakat dalam membayar pajak. lalu masih belum
optimal nya sosialisasi dari Pthak UPT Samsat Rumbai kepada masyarakat wajib
pajak kendaraan bermotor pada“ kebijakan ‘program pemutihan sanksi pajak
membuat masyarakat kurang paham walau sosialisasi dalam bentuk spanduk
maupun berita media online tidak selalu terjun dilapangan. Oleh karena itu
Penulis menggunakan konsep Efektivitas dalam mengkaji dan menyimpulkan
permasalahan ini terdiri lima indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran,
Tepat Waktu, Tujuan Program dan Perubahan Nyata. Dengan alat ukur kelima
indikator dari konsep Efektivitas.ini diharapkan dapat menyimpulkan keseluruhan
dan memberikan saran solusinya.
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THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX SANCTION
BLEACHING POLICY PROGRAM IN INCREASING REGIONAL
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pembangunan nasienal di era globalisasi, pemerintah
terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala
kebutuhan masyarakat dalam.mencapat kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan
nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan
bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik
yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Untuk
mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal
mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada
masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya
sendiri sehingga tiap daerah_bisa mandiri dalam mengelela dan menghidupi
perekonomiannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal
ini biasa dikenal dengan otonomi daerah.

Pemerintah pusat berkebijakan memberikan wewenang kepada masing —
masing daerah untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri
sehingga setiap daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur
perekonomiannya atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Peraturan tersebut tertera
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam
pasal tersebut di jelaskan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan. Untuk menjalankan suatu pembangunan daerah tentunya

dibutuhkan suatu sumber pendapatan.

Tentu dalam hal ini agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik

masyarakat

Untuk

retribusinya.

Pajak daerah merupakan dasar dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut UU No. 28 Tahun 2009, menyatakan pajak daerah merupakan kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang.dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya



kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas beberapa jenis diantarannya yaitu
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Beermotor (PKB)
merupakan pajak yang berpotensi dalam penerimaan negara yang dipungut atas
kepemilikan kendaraan bermotor. (\Wulandari,2017).

Pajak sebagai sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana
yang tertuang dalam AnggarancRendapatan Belanja Daerah (APBD) dominasi
pajak sebagal sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar karena
terlebih ketika sumber daya alam tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari
sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis
dan tidak bisa dipengaruhi. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan pajak ini
memiliki umur” yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah
penduduk suatu daerah. Pajak memiliki fungsi sebagai budgeter yaitu pajak
merupakan salah satu swmber penerimaan , pemerintah~ untuk membiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar pengeluaran
pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. (Martadani, 2019).

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah yang merupakan
pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor.merupakan salah satu pajak yang
mempunyai potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap
pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu pemerintah terus menggenjot pendapatan
negara dari sektor pajak ini. Dikarenakan pajak digunakan untuk pembiayaan rutin
seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Selain
itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara.



Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai
kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai
kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan yang lainnya
(Putra, 2020).

Pajak kendaraan bermotor mempunyai potensi yang paling besar karena
saat ini transportasi merupakan: suatt: kebutuhan bagi masyarakat. Efektivitas
pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang
dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah
sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak
daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh daerah
sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak
dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah
satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi
tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang
diperoleh, serta tantangan untuk._menggali.potensi daerah yang dimiliki, guna
mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah
dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (self assement
system) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan

pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor



merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber
penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin
pemerintah daerah:

Dari data pemerintah yang dapat disimpulkan bahwa kepemilikan
kendaraan bermotor semakin, bertambah/ setiap tahunnya, dengan semakin
bertambahnya kendaraan yang ada tentu akan memberikan efek dampak cukup
besar untuk membantu mencapai target pendapatan daerah melalui penyetoran
pajak kendaraan dalam rangka wajib pajak. Dalam sistem wajib pajak tersebut
pemilik tentu harus membayar melalui Samsat terdekat atau melalui Samsat
online sebelum waktu pajaknya berakhir. Akan tetapi kenyataannya masih banyak
masyarakat yang tidak mematuhi akan kewajibannya membayar pajak kendaraan
tersebut. Tentu'saja hal tersebut mempengaruhi sumber pendapatan pajak daerah
untuk mencapal tujuannya. Penagihan Pajak daerah yang dilakukan Pemerintah
Daerah tidaklah” mudah, terdapat banyak hambatan yang terjadi dari beragam
factor, seperti besarnya pajak itu sendiri.

Permasalahan utama yang “.di“.alami~ Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan otonomi daerah , khususnya dalam masalah penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) adalah timbulnya piutang pajak. Piutang pajak timbul
karean latar belakang masyarakat daerah yang bervariasi. Tidak semua
masyarakat yang hadir dari golongan manapun bias sanggup membayar dan
melunasi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu. Oleh karena itu

timbullah piutang pajak. Apabila wajib pajak terlambat dalam membayar pajak,
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maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang jumlahnyapun beragam sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Maka masyarakat pun sebaiknya menyadari sebelum memutuskan

matra. Dalam

membiayai mendapatkan
sumber pendapa e ) :‘ .‘ ajak ber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari seki itu berasal dari

memberikan keringanan atau pembebasan (pemutihan pajak) sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau No 51 Tahun 2019 tentang
pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh

daerah guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan
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kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau
menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Peraturan terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan

dalam jangka
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Berikut Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pertahun (2017-

2019) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Yaitu:
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada Tahun 2017-2019

No. %
1 ‘ 100,26
2 888 | 105,45
3 106,26
Sumber :

2019 terdapat
peningkatan dalam realisasi pe u 3 ; araan or tersebut dari
tahun ke ta eperti € ‘ abe a pada tahun 2017
realisasi seb pada tahun 2018
realisasi seb Jada tahun 2019
realisasi sebes .771.147.543 atau
106,26%.

an bahwa kepemilikan
kendaraan bermotor dan p endaraan bermotor mengalami

peningkatan yang cukup banyak setiap tahunnya. Ketika bertambahnya pengguna
kendaraan bermotor tentunya berdampak besar pada pendapatan daerah, yang
mana peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dapat membantu mencapai
target pendapatan daerah dengan cara penyetoran berskala dari pajak kendaraan
bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat melakukan penyetoran

pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sesuai aturan dan sebelum masa
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pajak berakhir. Namun nyatanya terdapat bahwa masih ada data penunggakan

pajak diberbagai daerah.

Terdapat faktor yang mengakibatkan penunggakan yang semakin

penerimaa

dari masyatakat dala ‘- : -L:~-_ pajak
sebagaiman: : : ~ meng diterapkannya
pemberlakuan penghapusan ( It G @9 araan bermotor.
Kebijakan t

dalam Peratu

Tabel 1.2 Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

No Range Tanggal Penerimaan Total Unit Total Uang (Rp.)

1 |15 Agustus 2019 — 14 Oktober 240.433 181.064.580.000
2019

2 | 15 Oktober 2019 — 14 Desember 270.827 244.952.595.104
2019

3 | 15 Oktober 2019 — 14 Desember 95.651 106.497.098.462
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2019 (Keringanan)

4 | 15 Oktober 2019 — 14 Desember 175.176 138.455.496.642
2019 (Tanpa Keringanan)

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020

Seperti-Tabel 1.2 jelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan Bermotor
mengalami peningkatan dalam penerimaan pajak setelah dilakukan pemutihan
pajak kendaraan bermotor.|Figa’ bulan sebelum sdilakukannya.pemutihan pada
tanggal 15 Agustus 2019 14 Oktober 2019 sebesar Rp. 181.064.580.000 dari
240.433 unit kendaraan bermotor. Sedangkan setelah dilakukannya pemutihan
pajak kendaraan pada tanggal 15 Oktober 2019, 14 Desember 2019 penerimaan
pajak kendaraan bermotor menjadi Rp. 244.952.595.104 dari 270.827 unit
kendaraan bermotor. Peningkatan yang didapat setelah melakukan pemutihan
pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 63.888.015.104 dari 30.394 unit kendaraan
bermotor yang .melakukan™ wajib, pajak ;kendaraan dari yang mendapatkan

keringanan maupun tanpa keringanan.

Dalam studi kasus ini daerah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi
Riau yang sedang berkembang menjadi kota.madani yang tingkat populasinya
makin meningkat setiap harinya, Masyarakat mau tidak mau menggunakan
kendaraan untuk bertransportasi untuk membantu dan memudahkan pekerjaan
sehari-hari. Pemerintah menyediakan transportasi umum kepada masyarakat
seperti bus trans dalam kota. Tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih
menggunakan transportasi pribadi dikarekan keefektivitasan dan efesiensinya.

Namun dibalik itu muncul masalah baru yaitu masyarakat terkadang lupa

akan kewajiban yang harus ia penuhi contohnya dalam pembayaran pajak yang




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

11

masih terus menerus tidak mencapai target yang di tetapkan , yang pada dasarnya
pajak kendaraan sangat berpengaruh dalam menaikkan pendapatan asli daerah (
PAD ). Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau mengadakan program pemutihan

TSNS ML

membayar kewajiban
eﬁ ebagai studi
" 4

2019 terda askan  beberap antara nya sebagai

berikut:

a) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan
BBN-KB Il akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan
sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan
mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau), maupun mutasi antar

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau.
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b) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan
BBN-KB Il akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi

administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik

sampai dengan

uran Gubernur

b EL Y

hdaS \ Y

Sejalan dengan hal tersebut Peneliti menemukan beberapa fenomena
permasalahan dilapangan yang dinilai masih belum terpenuhi dalam Kebijakan
Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu diantaranya:

1. Masih Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Riau Badan Pendapatan Daerah melalui pihak Kantor UPT Samsat

Rumbai dalam hal terkait sosialisasi Kebijakan program pemutihan
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kendaraan bermotor roda dua sehingga hal ini membuat masyarakat minim
akan pengetahuan tentang program tersebut.

2. Kurangnya responsif Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui UPT

penelitian Efe ; : ksl Pajak Kendaraan

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah
penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana saja Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan di
Provinsi Riau?

2. Apa saja Hambatan-Hambatan pada Program Pemutihan Pajak tahun 2019

sudah mencapai target yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi

pemutihan sanksi pajak dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-
penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan dengan teori efektivitas
dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran.
c. Manfaat Praktis
1. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagali

rekomendasi untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui yang
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strategis salah satunya program pemutihan sanksi pajak kendaraan

yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan lain

sebagainya

at digunakan sebagai

“‘- ‘ ‘ ‘mm“‘ .,&‘ a, terutama
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pembangunan nasienal di era globalisasi, pemerintah
terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala
kebutuhan masyarakat dalam.mencapat kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan
nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan
bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik
yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Untuk
mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal
mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada
masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya
sendiri sehingga tiap daerah_bisa mandiri dalam mengelela dan menghidupi
perekonomiannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal
ini biasa dikenal dengan otonomi daerah.

Pemerintah pusat berkebijakan memberikan wewenang kepada masing —
masing daerah untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri
sehingga setiap daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur
perekonomiannya atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Peraturan tersebut tertera
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam
pasal tersebut di jelaskan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan. Untuk menjalankan suatu pembangunan daerah tentunya

dibutuhkan suatu sumber pendapatan.

Tentu dalam hal ini agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik

masyarakat

Untuk

retribusinya.

Pajak daerah merupakan dasar dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut UU No. 28 Tahun 2009, menyatakan pajak daerah merupakan kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang.dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya



kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas beberapa jenis diantarannya yaitu
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Beermotor (PKB)
merupakan pajak yang berpotensi dalam penerimaan negara yang dipungut atas
kepemilikan kendaraan bermotor. (\Wulandari,2017).

Pajak sebagai sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana
yang tertuang dalam AnggarancRendapatan Belanja Daerah (APBD) dominasi
pajak sebagal sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar karena
terlebih ketika sumber daya alam tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari
sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis
dan tidak bisa dipengaruhi. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan pajak ini
memiliki umur” yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah
penduduk suatu daerah. Pajak memiliki fungsi sebagai budgeter yaitu pajak
merupakan salah satu swmber penerimaan , pemerintah~ untuk membiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar pengeluaran
pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. (Martadani, 2019).

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah yang merupakan
pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor.merupakan salah satu pajak yang
mempunyai potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap
pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu pemerintah terus menggenjot pendapatan
negara dari sektor pajak ini. Dikarenakan pajak digunakan untuk pembiayaan rutin
seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Selain
itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara.



Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai
kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai
kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan yang lainnya
(Putra, 2020).

Pajak kendaraan bermotor mempunyai potensi yang paling besar karena
saat ini transportasi merupakan: suatt: kebutuhan bagi masyarakat. Efektivitas
pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang
dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah
sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak
daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh daerah
sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak
dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah
satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi
tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang
diperoleh, serta tantangan untuk._menggali.potensi daerah yang dimiliki, guna
mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah
dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (self assement
system) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan

pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor



merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber
penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin
pemerintah daerah:

Dari data pemerintah yang dapat disimpulkan bahwa kepemilikan
kendaraan bermotor semakin, bertambah/ setiap tahunnya, dengan semakin
bertambahnya kendaraan yang ada tentu akan memberikan efek dampak cukup
besar untuk membantu mencapai target pendapatan daerah melalui penyetoran
pajak kendaraan dalam rangka wajib pajak. Dalam sistem wajib pajak tersebut
pemilik tentu harus membayar melalui Samsat terdekat atau melalui Samsat
online sebelum waktu pajaknya berakhir. Akan tetapi kenyataannya masih banyak
masyarakat yang tidak mematuhi akan kewajibannya membayar pajak kendaraan
tersebut. Tentu'saja hal tersebut mempengaruhi sumber pendapatan pajak daerah
untuk mencapal tujuannya. Penagihan Pajak daerah yang dilakukan Pemerintah
Daerah tidaklah” mudah, terdapat banyak hambatan yang terjadi dari beragam
factor, seperti besarnya pajak itu sendiri.

Permasalahan utama yang “.di“.alami~ Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan otonomi daerah , khususnya dalam masalah penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) adalah timbulnya piutang pajak. Piutang pajak timbul
karean latar belakang masyarakat daerah yang bervariasi. Tidak semua
masyarakat yang hadir dari golongan manapun bias sanggup membayar dan
melunasi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu. Oleh karena itu

timbullah piutang pajak. Apabila wajib pajak terlambat dalam membayar pajak,
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maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang jumlahnyapun beragam sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Maka masyarakat pun sebaiknya menyadari sebelum memutuskan

matra. Dalam

membiayai mendapatkan
sumber pendapa e ) :‘ .‘ ajak ber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari seki itu berasal dari

memberikan keringanan atau pembebasan (pemutihan pajak) sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau No 51 Tahun 2019 tentang
pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh

daerah guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan
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kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau
menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Peraturan terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan

dalam jangka

LTS
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Berikut Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pertahun (2017-

2019) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Yaitu:
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada Tahun 2017-2019

No. %
1 ‘ 100,26
2 888 | 105,45
3 106,26
Sumber :

2019 terdapat
peningkatan dalam realisasi pe u 3 ; araan or tersebut dari
tahun ke ta eperti € ‘ abe a pada tahun 2017
realisasi seb pada tahun 2018
realisasi seb Jada tahun 2019
realisasi sebes .771.147.543 atau
106,26%.

an bahwa kepemilikan
kendaraan bermotor dan p endaraan bermotor mengalami

peningkatan yang cukup banyak setiap tahunnya. Ketika bertambahnya pengguna
kendaraan bermotor tentunya berdampak besar pada pendapatan daerah, yang
mana peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dapat membantu mencapai
target pendapatan daerah dengan cara penyetoran berskala dari pajak kendaraan
bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat melakukan penyetoran

pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sesuai aturan dan sebelum masa
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pajak berakhir. Namun nyatanya terdapat bahwa masih ada data penunggakan

pajak diberbagai daerah.

Terdapat faktor yang mengakibatkan penunggakan yang semakin

penerimaa

dari masyatakat dala ‘- : -L:~-_ pajak
sebagaiman: : : ~ meng diterapkannya
pemberlakuan penghapusan ( It G @9 araan bermotor.
Kebijakan t

dalam Peratu

Tabel 1.2 Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

No Range Tanggal Penerimaan Total Unit Total Uang (Rp.)

1 |15 Agustus 2019 — 14 Oktober 240.433 181.064.580.000
2019

2 | 15 Oktober 2019 — 14 Desember 270.827 244.952.595.104
2019

3 | 15 Oktober 2019 — 14 Desember 95.651 106.497.098.462
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2019 (Keringanan)

4 | 15 Oktober 2019 — 14 Desember 175.176 138.455.496.642
2019 (Tanpa Keringanan)

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020

Seperti-Tabel 1.2 jelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan Bermotor
mengalami peningkatan dalam penerimaan pajak setelah dilakukan pemutihan
pajak kendaraan bermotor.|Figa’ bulan sebelum sdilakukannya.pemutihan pada
tanggal 15 Agustus 2019 14 Oktober 2019 sebesar Rp. 181.064.580.000 dari
240.433 unit kendaraan bermotor. Sedangkan setelah dilakukannya pemutihan
pajak kendaraan pada tanggal 15 Oktober 2019, 14 Desember 2019 penerimaan
pajak kendaraan bermotor menjadi Rp. 244.952.595.104 dari 270.827 unit
kendaraan bermotor. Peningkatan yang didapat setelah melakukan pemutihan
pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 63.888.015.104 dari 30.394 unit kendaraan
bermotor yang .melakukan™ wajib, pajak ;kendaraan dari yang mendapatkan

keringanan maupun tanpa keringanan.

Dalam studi kasus ini daerah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi
Riau yang sedang berkembang menjadi kota.madani yang tingkat populasinya
makin meningkat setiap harinya, Masyarakat mau tidak mau menggunakan
kendaraan untuk bertransportasi untuk membantu dan memudahkan pekerjaan
sehari-hari. Pemerintah menyediakan transportasi umum kepada masyarakat
seperti bus trans dalam kota. Tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih
menggunakan transportasi pribadi dikarekan keefektivitasan dan efesiensinya.

Namun dibalik itu muncul masalah baru yaitu masyarakat terkadang lupa

akan kewajiban yang harus ia penuhi contohnya dalam pembayaran pajak yang
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masih terus menerus tidak mencapai target yang di tetapkan , yang pada dasarnya
pajak kendaraan sangat berpengaruh dalam menaikkan pendapatan asli daerah (
PAD ). Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau mengadakan program pemutihan

TSNS ML

membayar kewajiban
eﬁ ebagai studi
" 4

2019 terda askan  beberap antara nya sebagai

berikut:

a) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan
BBN-KB Il akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan
sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan
mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau), maupun mutasi antar

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau.
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b) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan
BBN-KB Il akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi

administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik

sampai dengan

uran Gubernur

b EL Y

hdaS \ Y

Sejalan dengan hal tersebut Peneliti menemukan beberapa fenomena
permasalahan dilapangan yang dinilai masih belum terpenuhi dalam Kebijakan
Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu diantaranya:

1. Masih Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Riau Badan Pendapatan Daerah melalui pihak Kantor UPT Samsat

Rumbai dalam hal terkait sosialisasi Kebijakan program pemutihan
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kendaraan bermotor roda dua sehingga hal ini membuat masyarakat minim
akan pengetahuan tentang program tersebut.

2. Kurangnya responsif Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui UPT

penelitian Efe ; : ksl Pajak Kendaraan

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah
penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana saja Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan di
Provinsi Riau?

2. Apa saja Hambatan-Hambatan pada Program Pemutihan Pajak tahun 2019

sudah mencapai target yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi

pemutihan sanksi pajak dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-
penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan dengan teori efektivitas
dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran.
c. Manfaat Praktis
1. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagali

rekomendasi untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui yang
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strategis salah satunya program pemutihan sanksi pajak kendaraan

yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan lain

sebagainya

at digunakan sebagai

“‘- ‘ ‘ ‘mm“‘ .,&‘ a, terutama
N@ﬁsmpwwﬁﬁo A pemutihan
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: S
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5
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode kualitatif de . Q ‘ Kript dipilih antara lain karena :
_ [ _

1. Jenis pendekatan terse gap lebih cocok untuk mengungkap
secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektifitas
pada program sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berlangsung dan
bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan,

sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat

dalam proses tersebut.

46
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2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang

bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan

empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

alasan penulis at bahwa ada : 1.1 nya sosialisasi
yang dilakukar 3ada : hatan | 2| ﬁ-j i UPT Samsat
Rumbai pengelolaan pendapatan Pajak Kendaraan Be di Kota Pekanbaru

dalam menjals . : ne roda dua serta

C. Informan Pene ..
Informan adalah orang ‘ elltlan menurut Basrowi dan
Suwandi (2008:86). Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan
informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak

informasi yang terjangkau. Agar penelitian dapat memperoleh informan yang

benar-benar memenuhai persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya, dan
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bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.
sehingga perlu pengujian informasi.

Adapun Informan dalam penelitian ini akan diambil terkait Efektivitas

Bermotor Dalam

s UPT

utihan Sanksi

Selanjutnya g mé alan : ditu Kepala Kantor
UPT Sams
D. Jenis da

Sumber data ah i asi-i engenai ang diperlukan oleh

a. Data primer "
Data primer adalah ‘ men original-material mentah
dari pelaku yang disebut first-hand information. Peneliti menjadikan informan
sebagai sumber data primer, di mana didapatkan dari hasil observasi dan
wawancara.
Informan yang dimaksud adalah Staf Pengadministrasi Pajak Kantor UPT
Samsat Rumbai dan Masyarakat wajib pajak yang ikut berpartisipasi dan

memanfaatkan program pemutihan sanksi pajak tersebut. Pemilihan informan
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dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian permasalahan yang akan diteliti
dengan tugas dan fungsi lembaga terkait yang tentunya disertai dengan

penguasaannya terhadap permasalahan yang akan diteliti.

erintah, arsip

organisasi, aturs 3 1 oran, dan situs

Untuk memperoleh data dan informasi yang ngan-keterangan dan

' |
1. Waws ﬁ
Salah "
wawancara terma 1’0
mencatat jawabannya .'Q nenuhi tujuan penelitian maka
pengajuan pertanyaan akar ‘ awancara yang dilakukan dalam proses
penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan
pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
2. Observasi Kualitatif

Yakni peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung

dilapangan terhadap objek penelitian sehingga dapat melihat kenyataan secara
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fakta sosial untuk dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari

informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi Kualitaif

kualitatif yang dipe hasil studi s. Data yang diolah menggunakan
analisis secara deskriptif ya : - "' emaparkan data
yang berdasarka ataan-dila 3 : ai Program Pemutihan

Sanksi Pajak K



Tabel 111.1 Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas

Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan

Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di

Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).

o1

Jenis Kegiatan

Tahun 2021=2022 Bulan/Minggu

Apr-Jun

Jul-Agust

Nov-Des

Jan-Feb

Penyusunan
UP

Seminar UP

11234

N Vi

3

4

1

Z

3

A

i

2

3

Revisi UP

Revisi
Kuesioner

Rekomendasi
Survei

Survei
lapangan

Analisis Data

Penyusunan
Laporan.Hasil
Penelitian
(skripsi)

Konsultasi
Revisi SKripsi

10

Ujian
konfrehensif
Skripsi

11

Revisi Skripsi

12

Penggadaan
Skripsi

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

rangka pe
Tentang ditetapkan

pembentuka Pendapatan

Provinsi Ria

n 1979 vyang
disahkan ol jutusan  Nomor:
PEM.061.341. g Pembentukan
Susunan Provinsi
Tingkat Nomor:
KUPD 7/7/34-26 Tanggal = 3 8 dan pelaksanaan diatur
dalam  Surat  Keputusan ~ Gubernur  Tingkat |  Riau  Nomor:

KPTS.286/X1/1980 Tanggal 27 November 1980.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Badan yang menjadi
aparat pelaksanaan Pemerinah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam
Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah.

52
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Untuk Lebih Mengintensifikasikan Dan Mengektensifikasikan Sumber-Sumber
Penerimaan PAD, Telah Dibentuk Dalam jumlah 20 Unit Pelaksana Tkenis

Pengelolaan Pendapatan dari Badan Pendapatan Provinsi Riau Yang

Berkedudukan Di | in atan 1p3 ota Sebagai Berikut

10.
11.

12.

13. UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, Kelas A
14. UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A
15. UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, Kelas B
16. UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang, Kelas B

17. UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang, Kelas A

18. UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai, Kelas B
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19. UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, Kelas B
20. UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, Kelas B

Hal ini tentunya berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Subernur Riau No: 45

5

B. Visi Mi

/)

SR B BN S

a. Visi Riau
endapatan erah [ adalah
Pendukung
ﬂ Provinsi

ara Pre
b. Misi a ', Provinsi Riau
Untuk  mewujudkar erealisasika visi  yang telah
disepakati, maka Dinas Pendapatan  Provinsi

Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:
1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli
daerah secara optimal.

2. Menyelenggarakan  dan  meningkatkan  pelayanan  publik

secara profesional.
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3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan
potensi yang dimiliki.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan

Provinsi riau, bere

. Menyusun Konsep Renca an Pendapatan Dan Belanja Daerah

(RAPBD) Di Bidang Pendapatan Daerah.

5. Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Yang Terkonsentrasi
Pada Kabupaten Kota Tertentu Untuk Keseimbangan Penyelenggaraan
Pembangunan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

6. Menetapkan Target Pendapatan Daerah Dan Melaksanakan Upaya

Pencapaian Target Yang Ditetapkan.
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7. Intesdifikasi Dan Eksensifikasi Pendapatan Daerah;

8. Memberikan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Teknis Di Bidang

Pendapatan Daerah

10.
C. Profil

Unit Pe KNIS S oL aga pemerintahan
yang berge C ang Pengelolaan P 1de ak yang berkaitan
dengan paj ara : 1‘ _ Imbai merupakan
bagian sub ang terletak di

““.‘, mekarkan menjadi UPT (Unit
Pelaksana Teknis) khusus Bagiz ecamatan Rumbai yang beralamat
berlokasi di jalan Paus, Rumbai. hal ini dikarenakan pemekaran UPT di wilayah
Rumbai dimekarkan dan juga faktor perkembangan pesat nya keadaan geografis
pertumbuhan penduduk yang padat sehingga dibuat berdasarkan faktor keadaan

geografis dan kepadatan penduduk untuk mempercepat dan meningkatkan akses

pelayanan dalam pengelolaan pendapatan pajak kendaraan.
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D. Susunan Organisasi UPT Samsat Rumbai
Ada susunan organisasi di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPT) Samsat

Rumbai terdiri dari:

a. Kepala Uni

dang PKB dan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam
melaksanakan tugas, bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tatausaha;

2. Menyimpan dan menyusun rencana anggaran;
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Melaksanakan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan umum dilingkungan Unit Pelaksana Teknis;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit

sesuai dengan

Dalam anake . pagian  Bidang Penerimaan

Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja dibidang
penerimaan pendapatan daerah;

Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah;

Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak

daerah;
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4. Pelaksaaan evaluasi dalm penyusuanan laporan pelaksanaan

program Kerja bidang penerimaan;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesauai

Pelaksanaan koordinassi dan kerja sama dengan lembaga/instansi
lain dibidang penagihan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden

nit Pelaksana Teknis

tanggapan ¢
1. Jenis

it jenis kelamin

No

Jumlah

Sumber: data olahan hasil penelitian lapangan 2021
2. Tingkat Pendidikan
Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut tingkat

pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

60
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Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

usia dapat d

Tabel V.3

NO ' Jmi lah (orang)
1 3
2 2
3 1

Sumber: data olahan hasil penelitian 2021

B. Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan
Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau
Tahun 2019 (Studi :UPT Samsat Rumbai)
Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban responden yang

berasal dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai, Staf
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Pengadministrasi Pajak dan juga masyarakat Wajib pajak mengenai Efektivitas
Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun

2019 baik pendapatan pajak dari program tersebut, pelayanan masyarakat, tingkat

pemahaman mas ‘ hambatan ya ‘ ngukuran indikator di
antara ag “\‘\‘ ..‘ .
di’ vitas dalam
" 4

telah dijalankan baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.

5. Perubahan Nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan program
tersebut yang memberikan efek atau dampak serta perubahan nyata bagi
masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Pasal 1 Nomor 51 Tahun 2019, Sanksi

Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian
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Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi berupa

biaya sebesar 2% (dua persren) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat

puluh) har

Berik

ALANALS

2019 terda

berikut:

1. Pembe

diberike

SN

Bermotor , , serta alat berat/alat
besar.

2. Pembebasan/penghapusan administrasi PKB dan BBN-KB I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan

BBN-KB Il akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan

sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan

mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau), maupun mutasi antar

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau.
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b) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan
BBN-KB Il akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi

administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik

sampai dengan

uran Gubernur

b EL Y

hdaS \ Y

Namun dalam pelaksanaan kebijakan Program Pemutihan sanksi pajak
kendaraan bermotor tentunya terdapat memiliki kelebihan serta kekurangan dalam
pelaksanaannya, sehingga di anggap perlu dilakukan pengkajian seberapa
efektivitasnya kebijakan tersebut untuk nantinya membantu masyarakat dalam hal
pemahaman programnya, pendapatan asli daerah setelah pelaksanaan program nya

hingga dampak perubahan nyata dari kebijakan program di Unit Pelaksana Teknis
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(UPT) Samsat Rumbai Kota Pekanbaru dari segi produksi pemerintah yang mana
merupakan Kkebijakan itu sendiri, efesiensi sumber daya dan biaya yang
dihasilkan, serta kepuasan masyarakat.

1. Pemahaman'Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa
harapan atau tujuan yang saling:bergantung dan saling terkait, untuk mencapai
suatu sasaran yang sama. Suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada
di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling
bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan.

Dalam Pemahaman Program, perlu dilakukan pengkajian terkait nilai
manfaat program tersebut agar dirasakan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemahaman Program, yaitu dilihat sejaun mana masyarakat memahami kegiatan
program melalui = pelaksanaan program maupun mengenai sosialisasi yang
diadakan pemerintah. Kebijakan Program tersebut merupakan suatu pendukung
pemanfaatan yang . disediakan oleh  pemerintah yang bertujuan untuk
memperlancar proses dalam pelaksanaan pembayaran pemutihan sanksi pajak
kendaraan bermotor kepada masyarakat itu.sendiri, dalam penelitian ini kebijakan
yang di maksud adalah kebijakan Program pemutihan sanksi pajak kendaraan
bermotor merupakan program dari Peraturan Gubernur Riau Pasal 2 Nomor 51
Tahun 2019. Dalam hal ini Pada Pertama indikator ini, ada dua poin pendukung
sub indikator yang menjadi penilaian penulis yaitu Sejauh Mana Masyarakat
Memahami Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Motor dan

Bentuk sosialisasi program kepada masyarakat.
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Berdasarkan Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak
Kendaraan Bermotor dalam penilaian Pemahaman program kepada masyarakat

dan bentuk sosialisasi program, penulis melakukan wawancara dengan Kepala

melalui media online elanjutn ga Dbertujuan manfaat nya

meringankan beban masyarakat dalam pembayaran wajib pajak kendaraan apalagi
yang selalu penunggakan bayar pajak kendaraan bermotor.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, penulis mencoba mewawancarai
masyarakat wajib pajak di lokasi Kantor UPT Samsat Rumbai terkait Pemahaman
Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor baik

disosialisasikan dan sejauh mana masyarakat memahami program tersebut.
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Berdasarkan keterangan masyarakat wajib pajak terkait hal tersebut menjelaskan
bahwa:

“kalau soal program pemutihan sanksi pajak kami biasanya mengetahui
informasi melaluicberita di televisi kan, selain itu juga pemahaman kami soal
program ini yaitu ada manfaat nya untuk kami apalagi masyarakat yang susah
juga diringankan beban tagihanpembayaran pajak kendaran sehingga jika perlu
ini diperpanjang sampai bulan depan dan tiap tahun ’(Rabu, 3 November 2021)

Dari hasil wawancara di atas, bahwa masyarakat biasanya mengetahui dan
memahami program pemutihan sanksi pajak melalui sosialisasi secara penyebaran
berita media online atau media eletronik termasuk juga pendirian baliho soal
program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor serta pemanfaatan yang
terasa dirasakan masyarakat dalam tujuan program tersebut yaitu meringankan
beban masyarakat dalam tagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam hal ini observasi penilaian penulis di lapangan, dapat disimpulkan
bahwa dalam Pemahaman Program Pihak UPT Samsat Rumbai sudah melakukan
sosialisasi terkait program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor yang lebih
dilakukan secara tidak langsung. yaitu pendirian baliho tentang program dan
maupun penyebaran berita informasi melalui media online dan elektronik kepada
masyarakat agar mengetahui isi program serta manfaatnya, maka program
pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor tersebut memudahkan masyarakat
dalam meringankan beban tagihan pembayaran pajak kendaraan. sehingga respon
masyarakat wajib pajak sudah memahami manfaat program tersebut walau

mengetahui dari informasi berita media online dan elektronik termasuk pendirian
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baliho isi Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dari Pihak UPT
Samsat Rumbai.

2. Tepat Sasaran

Pajak Ke a3 ana Teknis

(UPT) Samsa niliki itas .te an apa yang di

butuhkan
Provinsi R
mencari ta
masyarakat

sebaliknya.

HRRERANAEY

%‘?‘h‘
S ‘
<4
-
2
=

Di in
pendukung i
masyarakat da
khusus pada Unit

Berdasarkan
Kendaraan Bermotor dalan
kepada masyarakat dan bagaimana pendapatan asli daerah untuk tahun 2019,
penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Samsat Rumbai, Ibuk Wahyu Setiowati , S.Pi beliau menjelaskan bahwa:

“ Kalau pelaksanaan program dalam hal ini tentu ada manfaatnya kepada
masyarakat wajib pajak salah satu comtohnya yaitu jika tunggakan tentu ada

denda yang sangat tinggi untuk per 15 hari jika lewat jatuh tempo, namun dengan
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adanya program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor sanksi denda
itukan diputihkan dan tidak dikenakan denda walau penunggakan banyak

sehingga tidak dikenakan biaya denda tunggakan. untuk dampak nya pada

a khusus tahun 2019

karena faktor awal merebak nya pandemic corona per akhir tahun 2019 atau awal
tahun 2020.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis mencoba mewawancarai masyarakat
wajib pajak di lokasi kantor UPT Samsat Rumbai terkait dalam penilaian Tepat
Sasaran terkait pelaksanaan program kepada masyarakat. Berdasarkan keterangan

masyarakat wajib pajak terkait hal tersebut menjelaskan bahwa:
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“Ya tentu manfaat nya bagus buat kami yang awalnya ada pembayaran denda
penunggakan lambat bayar pajak sekarang jadi ditiadakan bayar denda

penunggakan pajak itu dengan adanya program pemutihan ini perlu ini dilakukan

berlaku la : adanya kebijaka : al ini tentu agar

Dari penilaian | i : ar bijakan program

pemutihan s baik oleh pihak
UPT Samsat iliki al : satunya denda
penunggakan dif ya dengan gembira
hanya saja masya QQ ‘ J program terkait demi

meningkatkan pendapatan a

Sementara itu untuk Sepanjang Tahun 2019 pendapatan asli daerah meningkat
hanya saja tidak terlalu meningkat secara signifikan karena faktor merebaknya
pandemic corona per akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 sehingga
berpengaruh pada perekonomian masyarakat menurun termasuk juga di akui oleh
pihak UPT Samsat Rumbai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum

maksimal.
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3. Tepat Waktu
Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah

direncanakan tersebut apakah sudah sesuai dengan diharapkan sebelumnya.

Q.‘

“Dalam hal ini selama jad

selama 3 bulan berjalan program tersebut dilaksanakan atas perintah pak
gubernur ya, nah kalau seberapa besar dampak nya ini peningkatan nya target
ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, kalau khusus UPT samsat rumbai
targetnya 17 miliar, sudah saya jelaskan detailnya yang tahun 2019 meningkat
tapi tidak signifikan karena dampak pengaruh kesadaran masyarakat yang

kurang dalam membayar pajak dan juga dampak awal covid waktu itu merebak
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kan hanya saja kalau peningkatan persentase bisa hampir capai 80 persen lah per

selama 3 bulan program tersebut dilaksanakan” (Rabu, 3 November 2021)

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, selama 3 bulan jadwal waktu

1 Senin-Kamis 08.00-14.00 WIB
2 Jumat 08.00-11.00 WIB
3 Sabtu 08.00-11.30 WIB

Dalam persyaratan prosedur

pembayaran

pajak masyarakat harus

menyiapkan kelengkapan syarat jika ingin membayar pajak yaitu:

a. STNK Asli dan Fotocopy
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b. BPKB Asli dan Fotocopy

c. KTP Asli dan fotocopy

d. Dana sesuai pajak pokok

Selama jadwal jam standar._operasional-prosedur dilaksanakan, Pelayanan

pembayaran pajak tentu harus memiliki ketepatan waktu. penulis melihat ketika
saat waktu jam kesibukan biasanya antrian lama dalam pengurusan pembayaran
pajak sehingga terindikasi tidak tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, penulis
melakukan wawancara dengan Bapak Syafrudin selaku staf Pengadministrasian
Pajak beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk ketepatan waktu ini tergantung partisipasi masyarakat yang ingin
membayar pajak. kalau partisipasi masyarakat jika membayar wajib pajak tentu
mereka paham dengan syarat aturannya apalagi jangan sampai lalai, itu pasti
dan sering terjadi saya jumpal. Dalam melengkapi persyaratan bahkan lain nama
pemilik motor dengan nomor plat BM motornya, nah ini_contoh sering terjadi
saya jumpal masyarakat ingin membayar pajak disaat adanya program
pemutihan sanksi pajak, KTP. Beda domisili dengan.daerah nya seperti STNK,
BPKB, mau membayar sehingga ini menghambat ketepatan waktu karena
persyaratan prosedur membayar pajak yang mandek dan tidak tepat waktu tetapi
jika persyaratan lengkap dari partisipasi masyarakat ” (Rabu, 3 November 2021)

Dari penjelasan di atas, faktor penghambat tidak tepat waktu dalam
pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak yaitu partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak hal ini dikarenakan selalu terjadi adanya kendala kesalahan

dalam kelengkapan prosedur hendak membayar pajak pada kesempatan Kebijakan
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Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor di kantor UPT Samsat

Rumbai sehingga pelayanan pembayaran pajak tidak tepat waktu.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis mencoba mewawancarai masyarakat

fasilitasnya

sehingga
November 2
i, kendala pada
pelayanan ai  dikarenakan

partisipasi masya ang.dinilai belu 3 ampak baik pada

jadwal 3 bulan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor pada periode

15 Oktober-15 Desember 2019 memiliki dampak positif dalam pendapatan asli
daerah khusus UPT Samsat Rumbai.
4. Tujuan Program
Dalam merencanakan sebuah program Kkerja, tentunya akan ditetapkan

terlebih dahulu masing-masing tujuan dijalankannya program tersebut, dan dalam
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hal ini maksud dari indikator adalah untuk mencari tau apakah setelah program

selesai di laksanakan, hasil yang di dapat telah sesuai dengan taget tujuan yang di

tetapkan sebelumnya atau sebaliknya.

Dengs ringan dalam

membayar pat melegalkan

kendaraann 3 3 S +' . '; o A ada masalah terkait

Menjadikan wajib pajak

e Menambah pemasukan lewat jalur pajak kendaraan bermotor

e Menambah pemasukan di daerah tempat penyelenggaraan pembayaran
pajak

e Meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tidak menunda lagi

e Mendorong wajib pajak untuk segera membayarkan pajak tertunda atau

yang sudah lewat jatuh tempo
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Berdasarkan Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak

Kendaraan Bermotor dalam penilaian Tujuan Program terkait Agar tercapainya
tujuan program dan Memiliki nilai manfaat bagi masyarakat wajib pajak dan
meningkatkan pendapatan asli..daerah, penulis: melakukan. wawancara dengan
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai, lbuk Wahyu Setiowati ,
S.Pi beliau menjelaskan bahwa:;
“ Kalau untuk capaian tujuan program pemutihan sanksi pajak kendaraan dalam
hal ini kita, itu di tahun kemarin (2020) itu kita dari target 17 miliar 745 juta
rupiah tetapi target nya terealisasinya 17 miliar 342 juta dalam persetanse nya
102 persen, tetapi untuk tahun 2019 sekitar 96 persen, hal ini dikarenakan masa
masa awal covid19 mulai merebak ya sehingga daya ekonomi-masyarakat tidak
stabil. lebih baik di tahun lalu (2020) karena kasus covid mereda. selain itu juga
tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal pentingnya kewajiban
membayar pajak apalagi dengan adanya kebijakan program pemutihan sanksi
pajak kendaraan bermotor ini meringankan masyarakat tentu ini harus di
manfaatkan dengan kesadaran partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.’(Rabu, 3 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas, capaian tujuan program pemutihan sanksi pajak
kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk tahun
2020 lebih baik dari tahun 2019, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 mengalami
masa masa awal merebaknya covidl9 sehingga daya perekonomian masyarakat
dalam membayar pajak meningkat tapi tidak signifikan dibandingkan tahun

2020.selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat dalam mewajibkan membayar
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pajak masih rendah sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli

daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis mencoba mewawancarai masyarakat

“ Kalau
apalagi masyar ak mampu dita c 3 ga dikenakan
biaya hanye a dan spanduk

baliho kan me aan bermotor”

diketahui.

Berdasarkan observasi penulis pada indikator ini, dalam mencapai tujuan
program dalam meningkatkan pendapatan asli daerah perlu partisipasi masyarakat
dalam mengetahui tujuan program tersebut mulai dari manfaat program dan
tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. selain itu penulis menilai
bahwa sosialisasi dalam kebijakan program pemutihan sanksi pajak yang

dilakukan oleh dari pihak UPT Samsat Rumbai hanya dilakukan secara tidak
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langsung seperti pendirian baliho dan informasi lewat media cetak atau online

tidak memberikan informasi detail tentang tujuan program dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah.

program tersebut di anak ig : aannya dapat
melihat pe 2daar ' § pregram pemutihan
sanksi paja

Di da ator i . poin ailan seba endukung indikator

terealisasinya. Biasanya dampak perubahan nyata sudah terjadi jika pelaksanaan
program tersebut sudah di jalankan seperti kebiasaan masyarakat membayar pajak
sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan program dilaksanakan, dampak
pendapatan pembayaran pajak dari sebelum dan sesudah kebijakan program
tersebut dilakukan termasuk memperbaiki maupun mengevaluasi hambatan dan

kendala dari pelaksanaan program yang sudah berjalan.
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Berdasarkan Efektivitas Perubahan Nyata dari kebijakan Program Pemutihan

Sanksi Pajak Kendaraan bermotor tentu dilihat seberapa besar pengaruh
Efektivitas baik sebelum dan sesudah pelaksanaan program tersebut di
laksanakan, penulis melakukan.wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Samsat Rumbai, Ibuk Wahyu Setiowati , S.Pi beliau menjelaskan bahwa:
“ Dampak perubahan nyata_jelas\va sudah ada hasilnya, seperti kalau sebelum
program dilaksanakan ‘masyarakat wajib pajak jumlah nya sedikit yang mau
membayar pajak kendaraan dibandingkan sesudah program pemutihan ini
dilaksanakan. kira kira per hari bisa 100 lebih unit kendaraan bermotor warga
yang mau bayar wajib pajak dengan pemanfaatan pemutihan sanksi pajak setelah
program dilaksanakan, sementara kalau sebelum program dilaksanakan hanya
puluhan unit kendaraan per hari. selanjutnya dampak pendapatan meningkat
signifikan dengan kebijakan-program pemutihan ini. untuk tahun 2020 saja bisa
mencapai 102 persen lebih target terealisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun
2019 karena tahun 2019 kan awal awal covid19 merebak ekonomi masyarakat
menurun. tentu dasarnya berangkat dari parisipasi masyarakat perlu
meningkatkan kesadaran dalam.mewajibkan-membayar pajak dengan program
ini” (Rabu, 3 November 2021)

Dari penjelasan pernyataan hasil wawancara penulis diatas, perubahan nyata
sebelum dan sesudah program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor
dilaksanakan, dari partispasi masyarakat yang ingin membayar pajak terlihat lebih
banyak saat program dilaksanakan karena ada manfaat dalam pembayaran pajak

pendapatan meningkat bahkan di tahun 2020 bisa mencapai 100 persen lebih.
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Dalam Pelaksanaan program biasanya timbul hambatan yang membuat
tujuan program tersebut tidak terealisasi pendapatan seperti pengalaman pihak
UPT Samsat Rumbai melayani masyarakat yang lalai membayar pajak, tidak
kesesuaian nama«~KTP dengan.pemilik SNTK Maupun nemor plat kendaraan
bermotor. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak
Syafrudin selaku staf Pengadministrasian Pajak beliau menjelaskan bahwa:
“Solusi terkait hambatan kendala dalam pelaksanan program pemutihan ini yaitu
berawal tingkat kesadaran dari masyarakat nya yang mewajibkan membayar
pajak karena kalau menurut saya jika masyarakat nya tidak patuh taat membayar
pajak tentu berpengaruh dengan target dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah nya kan, mulai lalai tidak tepat waktu membayar pajak, kendala
kesalahan administrasi prosedur ini masih sering saya jumpai dalam melayani
masyarakat membayar pajak beda KTP dengan SNTK/BPKB apalagi beda
domisili kan ini yang perlu diperbaiki atau di evaluasi. kalau program nya gak
ada kendala hanya saja semua berangkat dari masyarakat wajib pajak ini yang
perlu di evaluasi.” (Rabu, 3 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan diatas bahwa hambatan hambatan
yang sudah terjadi setelah pelaksanaan program pemutihan sanksi pajak
kendaraan bermotor Perlu dilakukan evaluasi perbaikan terutama dari pihak
masyarakat wajib pajak agar program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor
berjalan dengan sesuai target dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan

terutama partisipasi masyarakat dalam taat membayar pajak.
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Dalam penilaian observasi penulis, dampak perubahan nyata dalam
pelaksanaan kebijakan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor
memiliki dampak efektivitas seperti terjadi peningkatan jumlah unit kendaraan di
kantor UPT Samsat Rumbaiwyang ingin.membayar pajak dari pemanfaatan
kebijakan program pemutihan sanksi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah ‘dibandingkan sebelum: | Tpelaksanaan . kebijakan program tersebut
dilaksanakan. Selanjutnya Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran
dalam mewajibkan membayar pajak memiliki dampak efektivitas untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah dan perlu nya pemahaman masyarakat
terkait tujuan program tersebut dari sosialisasi pihak UPT samsat Rumbai.

C. Hambatan-Hambatan Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi
Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai)

Adapun hambatan hambatan,maupun_kekurangan yang mempengaruhi dalam

Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermoto
Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019
(Studi : UPT Samsat Rumbat) yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih
belum baik hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kedisipilanan
dan kesadaran dalam taat membayar pajak yang masih minim,
sehingga pelaksanaan tujuan program pemutihan sanksi pajak
kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
masih belum signifikan di tahun 2019 hal itu juga sejalan dengan

perekonomian masyarakat yang belum baik saat awal merebaknya
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pandemic corona, selain itu juga pihak UPT Samsat Rumbai selalu
menjumpai kendala prosedur persyaratan membayar pajak karena

ketidaksesuaian antara pemilik nomor STNK dengan KTP maupun

an sosialisasi
aliho maupun

m penjelasan
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

langsung seperti pendirian baliho dan penyebaran informasi melalui
media online sehingga masyarakat hanya mengetahui manfaat program
tetapi tidak menyadari tujuan program dalam meningkatkan pendapatan
asli daerah. Selain itu perlu ditambah sarana prasarana loket

pembayaran pajak di kantor UPT Samsat Rumbai yang masih minim

agar masyarakat tidak menunggu antrian lama dalam membayar pajak.
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B. Saran
1. Kepada Masyarakat wajib pajak perlu meningkatkan kesadaran taat

dalam membayar pajak dengan adanya pemanfaatan program
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tihan sanksi

paham tujuan
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ang seperti masih
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